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PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Rmb
AR .
/W-JJS;@Y}”/ ~ "
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

FIRMAN BIN PAREWE, NIK 7406100705880001, tempat dan tanggal lahir
Pangkep, 7 Mei 1988, umur 35 tahun, agama lIslam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat
kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara,

Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

SURIANI BINTI MUHTAR, NIK 74061060203900001, tempat dan tanggal
lahir Malaysia, 5 Juli 1991, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang

Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon | dan Pemohon II.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat
permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara  Nomor
5/Pdt.P/2024/PA.Rmb., pada tanggal 26 Februari 2024 telah

mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 9 September 2009, Pemohon | dan Pemaohon I
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Toburi,
Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana,;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka
dalam usia 21 tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 18
tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon Il bernama pak Muhtar, yang dikuasakan kepada Paman
Pemohon Il yang bernama H. Dg. Pagili, karena pada saat itu ayah
kandung Pemohon |l sedang di penjara di Bone yang kemudian
menyerahkan perwaliannya kepada pak Puang Yusuf, imam Desa/PPN
setempat untuk menikahkan Pemohon | dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il bernama : Pak Amiruddin dan Pak Agus, dengan mas kawin
berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada pertalian
nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il telah tinggal bersama di
Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana dan
sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :

- Muhammad Refan Bin Firman, lahir tanggal 4 Juli 2014;

- Firani Binti Firman, lahir tanggal 20 Mei 2015;

- Bilgis Ramadani Binti Firman, lahir tanggal 1 Mei 2020;
8. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il sampai saat ini tidak

mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon | dan
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Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan di KUA
setempat, karena lokasi tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il yang
terletak jauh di Kebun, sementara Pemohon | dan Pemohon I
membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku
Nikah Pemohon | dan Pemohon lI;
9. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan permohonan ini
agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 9 September 2009 di Desa Toburi,
Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana,;
10.Bahwa oleh karena Pemohon | dengan Pemohon Il saat ini telah
berkediaman tetap di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara yang
merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang
Utara, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan
di KUA Kecamatan Poleang Utara;
11.Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan
bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (FIRMAN BIN PAREWE)
dengan Pemohon Il (SURIANI BINTI MUHTAR) yang dilangsungkan pada
tanggal 9 September 2009 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara,
Kabupaten Bombana,;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsider :
Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Februari 2024
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang
masing-masing adalah:

1. Amiruddin Bin Halide, NIK 7406103112780006, tempat tanggal lahir

Bone, 31 Desember 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang

Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon | bernama Firman
Bin Parewe dan Pemohon Il bernama Suriani Binti Muhtar;

- Bahwa Pemohon Il adalah keponakan saksi;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il menikah di Desa Toburi,

Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana,;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 9
September 2009;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il bernama Pak Muhtar, yang dikuasakan kepada paman
Pemohon Il yang bernama H. Dg. Pagili, karena ayah kandung
Pemohon Il sedang di Penjara di Bone;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam Desa bernama Pak Puang Yusuf;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah saksi sendiri (Pak Amiruddin) dan Pak Agus;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
Seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon
Il berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon I
sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah keluar dari ajaran
agama Islam sampai sekarang;

- Bahwa itshat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki buku nikah karena
Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan
pernikahan di KUA setempat, karena lokasi tempat tinggal Pemohon |

dan Pemohon Il yang terletak jauh di Kebun;
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2. Suriadi Bin Muhtar, NIK 7406102909930001, tempat tanggal lahir
Bone, 29 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Toburi, Kecamatan Poleang
Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon | bernama Firman
Bin Parewe dan Pemohon Il bernama Suriani Binti Muhtar;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menghadap di persidangan ini
untuk mengesahkan pernikahannya;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il menikabh;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II menikah di Desa Toburi,
Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana,;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon II menikah pada tanggal 9
September 2009;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il yang bernama Muhtar, yang dikuasakan kepada Paman
Pemohon 1l yang bernama H. Dg Pagili karena ayah kandung
Pemohon Il sedang di Penjara di Bone;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah
Imam Desa yang bernama Pak Puang Yusuf;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul
adalah Pak Amiruddin dan Pak Agus;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
Seperangkat alat shalat;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon
Il berstatus Perawan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

menikah;
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- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il dan
sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah keluar dari ajaran
agama Islam sampai sekarang;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai Buku Nikah
karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki biaya untuk
mendaftarkan pernikahan di KUA setempat, karena lokasi tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon Il yang terletak jauh di Kebun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Rumbia selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
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Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah
memanggil Pemohon | dengan Pemohon Il secara resmi dan patut untuk
hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon | dengan Pemohon II
masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian
kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon | dan Pemohon Il
didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah
secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam,
Pemohon | dan Pemohon Il merupakan subyek hukum dalam perkara ini
sehingga memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai
ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada

permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itshat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara,
Kabupaten Bombana, pada tanggal 9 September 2009, dengan wali nikah
ayah kandung Pemohon Il yang bernama Pak Muhtar yang dikuasakan
kepada Paman Pemohon Il yang bernama H. Dg Pagili karena ayah kandung
Pemohon 1l sedang di penjara di Bone, yang ijab kabulnya diwakilkan
kepada Imam Desa setempat yang bernama Pak Puang Yusuf, dengan
maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Pak Amiruddin dan Pak Agus, namun Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena
pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan
Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan

kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon saksi-saksi yaitu Amiruddin Bin Halide dan Suriadi Bin Muhtar,
oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon | dan Pemohon I, sudah
dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan
telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi
syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut yang telah
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat
halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis
Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat
bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para
saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
pada tanggal 9 September 2009 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang
Utara, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
yang bernama Pak Muhtar yang dikuasakan kepada Paman Pemohon Il
yang bernama H. Dg. Pagili karena ayah kandung Pemohon |l sedang di
Penjara di Bone, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa
setempat bernama Pak Puang Yusuf, dengan maskawin berupa
Seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-
masing bernama Pak Amiruddin dan Pak Agus;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon
Il berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
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Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai
dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal
30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,
serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan
atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang
dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut
tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat
nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal
pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan
doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab I'anatut thalibin juz 1V
halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi

pendapat majelis hakim:
wlazxlllg wlebudl @, Ll lows zISUl g nle wazu

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal,

waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.
s 97 o albg uivg aims S5 8lel (e IS secall (99
J_g.)& u.;).i’bl.wg
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Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
Syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dipandang telah mempunyai
cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mengitsbatkan
perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah berhasil membuktikan
alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum
Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 9 September
2009 di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dapat
dikabulkan, dan perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dapat ditetapkan
keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum
atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Poleang
Utara, Kabupaten Bombana, di tempat perkawinan Pemohon | dan Pemohon
Il sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi,
tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama
RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan
memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana (tempat tinggal Pemohon |
dan Pemohon Il) agar perkawinan Pemohon | dan Pemohon 1l tercatat dalam
buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;

2, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (FIRMAN BIN

PAREWE) dan Pemohon Il (SURIANI BINTI MUHTAR) yang

dilaksanakan pada tanggal 9 September 2009 di Desa Toburi,

Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana,;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Poleang Utara;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh

puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Ramadhan 1445Hijriyah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Harmoko Lestaluhu, S.HI.,M.H. dan Hj. Ulfi Azizah,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asep
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Kurniawan, S.H.IM.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon II.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Harmoko Lestaluhu, S.H.I,M.H. Kamariah Sunusi, S.H., M.H.
ttd

Hj. Ulfi Azizah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Asep Kurniawan, S.H.I,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 450.000,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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